
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              

BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 

NOMOR :   126  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI  

KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
 

Menimbang :  bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, perlu 
dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun  Anggaran 
2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian  Barat  dan Kabupaten-Kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran  Negara   Republik   
Indonesia  Tahun  1969  Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara   
Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  
Tahun  2021 Nomor    155,   Tambahan Lembaran    Negara 
Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni 
dan Kabupaten Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   
Negara    Tahun    2002 Nomor 129); 
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4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan   (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia  Tahun  2011 Nomor  82,  Tambahan   Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo ( 
Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 
2022 Nomor 1 ); 

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 
2022 Nomor 2). 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

K E S A T U  : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 
Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tersebut dalam lampiran Keputusan ini ; 

K E D U A  : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
bertugas : 

a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan 
pemerintah daerah serta hasil kinerja pelaksanaan program 
dan kegiatan tahun anggaran 2021; 

b. Melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka 
merumuskan penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo 
Tahun Anggaran 2021; 

c. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021; 

d. Menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo 
Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Yahukimo melalui 
Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo; 

e. Menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Yahukimo 
Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Yahukimo. 

K E T I G A  : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum 
   KESATU diberikan Honor sesuai dengan Peraturan Perundang  
   Undangan yang berlaku; 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di  :  Sumohai 
Pada tanggal  :  12 Mei 2022 

 BUPATI YAHUKIMO, 
 

CAP/TTD 
 

      DIDIMUS YAHULI 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 
NIP.19851122 200909 1009 

 



               Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo 
                  Nomor   : 126 Tahun 2022 
                         Tanggal :  12 Mei 2022    
 

SUSUNAN  TIM PENYUSUN 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI  

KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021 
 

NO. N A M A  JABATAN 
DALAM TIM 

JUMLAH YANG 
DITERIMA 

1. 
 

ARON WANIMBO, S.E.,M.Si 
NIP. 19690412 199712 1 002 KETUA 

 
2.250.000 

2. 
 

YULIANUS LAYUK ROMBE, ST, MT 
NIP. 197707072007011024 SEKRETARIS 1.950.000 

3. 
 

SUHAYATNO, SH, M.Si 
NIP.  196901241997121001 ANGGOTA 1.500.000 

4. 
 

ELAI GIBAN, SE, MM 
NIP. 197504121996021004 ANGGOTA 1.500.000 

5. 
 

REDISON MANURUNG, S.Pd, M.Si 
NIP. 196808011995121004 ANGGOTA 1.500.000 

6. 
 

MATHIUS, S.Hut, M.Si 
NIP. 197603202003121007 ANGGOTA 1.500.000 

7. 
 

YOHANES PAHABOL, SE, MM 
NIP. 196710091992091002 ANGGOTA 1.500.000 

8. 
 

MUSTAN, SH 
NIP. 196812212003121005 ANGGOTA 1.500.000 

9. 
 

RISWANJAYA TANDIBIRING, 
S.Hut.,M.Si 
NIP. 19730729 200012 1 004 

ANGGOTA 1.500.000 

10. 
 

VISDITA A. RAHAYAAN, SH 
NIP. 19851122200909 1 002 ANGGOTA 1.500.000 

11. 
 

GESANG DINAMIKA, S.E. 
NIP. 19661125 199703 1 007 ANGGOTA 1.500.000 

12. 
 

ZADRAK AWAN MARADONA, ST, MAP 
NIP. 19850902 200909 1 001 ANGGOTA 1.500.000 

13. 
 

AWALUDDIN RUSTAM, ST, MAP 
NIP. 19790419 200605 1 001 ANGGOTA 1.500.000 

14. 
 

YAKOB MOHI, S.E. 
NIP. 19761210 200605 1 001 ANGGOTA 1.500.000 

15. RENID MIRAM, S.AN 
NIP. 19760303 200605 1 004 ANGGOTA 1.500.000 

16. DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom 
NIP. 198308102011041002 ANGGOTA 1.500.000 

17. ELLI YANSEN MSEN, SE, M.Si 
NIP. 198301162006051002 ANGGOTA 1.500.000 

18. DONNY AURELIUS MANUARON, S.IP 
NIP. 198710262007111002 ANGGOTA 1.500.000 

 

 

 

 

 

 



NO. N A M A  JABATAN 
DALAM TIM 

JUMLAH YANG 
DITERIMA 

19. 
 

KUSI HENDRA NAKAMNANU, S.STP 
NIP. 199406272010081001 ANGGOTA 1.500.000 

20. 
 

PANUSUR JANSEN SIHOMBING, ST, MAP 
NIP. 198001262010041002 ANGGOTA 1.500.000 

21. 
 

OKTOVIANUS SERONG, ST, M.Si 
NIP.  197401012006051001 ANGGOTA 1.500.000 

22. 
 

ASMAWATI, SE, MAP 
NIP. 198211292003122004 ANGGOTA 1.500.000 

23. 
 

NAHUM MIRIN, SE 
NIP. 198609102010041004 ANGGOTA 1.500.000 

24. 
 

STEVANUS HAMADI, S.STP 
NIP. 198204182010041001 ANGGOTA 1.500.000 

25. 
 

AGUNG WIJAYA FARA, SE 
NIP. 198712282006051001 ANGGOTA 1.500.000 

26. 
 

DEREK DANTURU, SE 
NIP. 1198204182010041001 ANGGOTA 1.500.000 

27. 
 

GEORGE FENANLABER, SE 
NIP. 198204182010041001 ANGGOTA 1.500.000 

28. 
 

MELKIANUS BAYAGE, SE 
NIP. 198802082015091001 ANGGOTA 1.500.000 

29. 
 

HERYANI JAMADI, ST 
NIP. 198301122009092001 ANGGOTA 1.500.000 

30. 
 

YUNITER MOHI 
NIP. 19850402015121001 ANGGOTA 1.500.000 

31. 
 

JITRO YANDO, A.Md 
NIP. 198106082011041002 ANGGOTA 1.500.000 

32. PAULINA TEDJUARI, S.IP 
NIP. 198810232020122013 ANGGOTA 1.500.000 

 

 BUPATI YAHUKIMO 
 
  CAP/TDD 
 
  DIDIMUS YAHULI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
 
 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 
NIP.19851122 200909 1009 

 


